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Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan
manusia dalam kehidupannya sehari-hari, akan tetapi karena kehidupan haruslah
berkembang manusia itu terus berkembang maka hukum itu juga harus berkembang

mengikuti perkembangan kemajuan manusia dan teknologi, jadi kita tidak lagi harus
bertitik tolak pada hukum Eropa Continental tapi kita harus berpaling pada
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meskipun berjalan dengan lambat.

Semoga buku ini dapat dipergunakan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum
UISU dan masyarakat pada umumnya, saran dan kritik sehat dari teman sejawat
penulis nantikan dengan senang hati. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu
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